Menimbang

Mengingat

BUPATI TANA TIDUNG
PROVINS! KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat {1} Undnag-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang juncti Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuanpgan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan daerah Tahun
Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 yvang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPFRD:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menectapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana
Tidung Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;




Menimbang

Mengingat

BUPATI TANA TIDUNG
PROVINS! KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

:  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1} Undnag-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraluran pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang juncti Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan daerah Tahun
Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Ralkyat
Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yvang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 wvang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPFRD:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menctapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana
Tidung Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;




dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648},

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

3
6.
7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjuinya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
vang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah

. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagal penambha nilai kekayaan bersih

. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

Kembali dan/atau penegluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

Bupati adalah Bupati Tana Tidung

Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran

2025 berjumlah Rp. 1.308.801.880.201,- terdiri atas pendapatan

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian

sebagai berilut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.108.801.880.201,-

b. Belanja Daerah Rp. 1.308.801.880.000,-
Defisit/Surplus (Rp. 200.000.000.000,-)




dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648});

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

=] & Ln

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
vang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah

. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagal penambha nilai kekayaan bersih

. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

Kembali dan/atau penegluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anpgaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

Bupati adalah Bupati Tana Tidung

. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tana Tidung,

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran
2025 berjumilah Rp. 1.308.801.880.201,- terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian

sebagai berilout:
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.108.801.880.201,-
b. Belanja Daerah Rp. 1.308.801.880.000,-

Defisit/Surplus (Rp. 200.000.000.000,-)




{5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huraf ¢ direncanakan sebesar Rp.
16.321.306.161,- (enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu
Juta Tiga Ratus Enam Ribu Seratus Enam Puluh Salu Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

()

(3]

(1)

(2)

(3)

(4)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.080.677.069.832.- (Satu
Teriliun Delapan Puluh Miyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta
Enam puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ruptahj,
yvang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) burufl a direncanakan scbesar Rp.
1.065.632.805,000- (Satu Triliun Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus
Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.044.264.832,- (Lima
Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat
Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebegar Rp.216.888.000,-
(Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan
Ribu Rumah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat: dan
¢. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.0,- {Nol Rupiah).

Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 216.888.000,- (Dua Ratus Enam
Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiakh).




Paszal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp. 1.308.801.880.201,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Milyar Delapan
Ratus satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus satu Rupiah
), vang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.259.321.050,20-
(Twuh Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan
Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah Dua puluh
Sen), vang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf &

direncanakan scbesar Rp, 389.305,439.085,20- (Tiga Ratus Delapan
Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah Dua
puluh Sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.340.032.978.747,- (Tiga Ratus
Empat Puluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujug Rupiah).

{(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

(3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

(6) Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e




Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp. 1.308.801.880.201,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Milyar Delapan
Ratus satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus satu Rupiah
), vang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.259.321.050,20-
( Tufuh Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan
Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah Dua pulih
Sen), vang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawsal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan scbesar Rp, 389.395.439.085,20- (Tiga Ratus Delapan
Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah Dua
puluh Sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.340.032.978.747,- (Tiga Ratus
Empat Puluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujug Rupiah).

{4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e




(6) Belanja modal aset Lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ direncanakan sebesar Rp. 1.120.114.300.- (Satu Milyar
Seratus Dua Puluh Jula Seraus Empat Belas Ribu Tiga Ratus

Rupnah.

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 27.600.000.000,- (Dua Puluh
Tyjuh Milyar Enam ratus Juta Rupiak), vang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

Pasal 11
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d direncanakan sebesar Rp. 123.361.451.821,- (Seratus Dua
Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima
Pulih TSatu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri
atas;

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
{2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 458.721,021 - | Empat Ratus Lima
Puluh Delapan juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua puluh
Satu Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.902.730.800,- (Seratus
Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tuuh Ratus Tiga
Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiak).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.




Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.
200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

¢. Hasil penjualan kekayaan daerah yvang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah,;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yvang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp, 0,- (Nol
Rupiakh).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol
Rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).



Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.
200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
gebelumnyva;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yvang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp, 0,- (Nol
Rupiakh).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol
Rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).



Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danj/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
ANgEATan pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024,

(2] Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayvanan  dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah vang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya vyang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

1. Lampiran] : Ringkasan APBD vang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan




10.

11.
12,

13.

14,

15.
16.

Lampiran IT :

Lampiran II :

Lampiran IV :

Lampiran V :

Lampiran VI :
Lampiran VII :

Lampiran VIII;

Lampiran IX ;
Lampiran X

Lampiran XI :
Lampiran XII :

Lampiran XIII:

Lampiran XIV:

Lampiran XV :
Lampiran XVI:

Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemenntahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan

Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain;

Daftar Sub  Kegiatan Tahun  Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang Direncanakan;

Dafiar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.




%
Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan (leniang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanjd Daerah sebagy! [ondassn  operasional
pelaksanaan AFBD.

Fasal 19
Peraturan Daeral ini mulai berlalu pads tanggai diundanglkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangan
Pernuwman Bupal dengon | penempatannyva datam Beritg Daerah,

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tangpal 24 Desember 2024

Diundangican di Tideng Pale
pacilanggal 24 Desember 2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR §
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (T2/5/2024).




Lamgean | Parsturan Dasrah
Momaor ; 04 Tahun 2024
Tanggal ! 3 Depamber 2024
KABUPATEN TANA TIDUNG
RINGKASAN APED YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JEMIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUBMLAH [Rp}
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DEERAH {PALY IT ST 9. 388,00
4.1.00 Pajak Daarah 4 BEJ 2A0. 340, 00
1.0 Fedribs Dossah 23 963 BE5.00
4.1 Hagl Pangeitaan Kokaysan Dasah yang Dipimakhan . (155 406 00000
an04 Lain-tain PAD yang Sah 16.321.206,161,00
4z PENDAPATAN TRANSFER 'l.ﬁﬂ-ﬂ'-l"-’mmi;
£2.0 Pandapatan Trarssder Parrsarirtah Pusal 1065632 805 00000
&30 Pordapaian Transdar Antar Doanah P304 264 83200
a3 LANN-LAIM PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 215.885,000,00
4309 Lam-tain Pandapalan Sesual dongan Kelsriusn Perabumn Perundang-Lindangan 16 BE 000,00
Jusmish Podapatan 1.108.801 580,201,064
-] BELANJA DAERAH
51 BELANJIA CFERAS 184,268, 121.050,20
gi0t Belarm Prgawai 340,35 409 088 20
G1.0% Haiynja Banang dan Jesa S 02 STE TdT 00 i
B.1.05 Baianja Hibah 24,400, 832.218,00
5.1.086 Balanja Bairtuan Soaldl 34000000000
B2 BELANJA MODAL 203 500107320 80
5.2 Balarsa Modnl Tansh 156 00000000
5.2.00 Batanin Modal Paratsian dan Mesn 20 465 008500
_;-z.nn Baianja Modal Gardigng dan Bangunsn 212903450, 381 B0
5.2.04 Siplan|n Modal Jalsn. Jaingan, dan Inpas 160 135,622 574,00
£2.08 Belann Modsl Assl Tetap Lainrrys SO, COCH: o0, 0
5 .06 Balanji Modal Asat Lainrya 1120114, 300,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA ¥T.600.00:0.000,00
5.4.01 Balars Tidak Tarduga 27.600.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 123.351.4581.820.,00
LT | Batanjn Bagl Hasd d5E.TH 0 0D
Bik.02 Balanfa Baniuan Keuangan 122,902 730.800,00
Jusmiah Belanja 1.308 501 _8B0.201,00
SIFE-AI L avoafel paca SO0 P01 TRt Hatman




KODE URAIAN JUMLAH (Rg)
1 i ]

Total Surplus/iDaefisit) <200L000.000. 000,00

§ PEMBLAYAAN DAERAH

8.1 PEHERIMAAN PEMEIAYAAN 01,0041, 0040.000,00

101 Siga Labih Permurgar Anggaran Tahun Sabelumnga S0, 00, 00D, 50D, 00
Jumnish Panerimaan Pembioyoan 200.000.900,000,00
Jumish Pengelunsan Pemblayaan 0,00
Pembiayaan Hatla 2000000, 000.000,00

63 Sisa Labin Pambiayaan Anggaran Dasmh Tahun Beckanaan (SILPA) 0,00

Kab. Tana Tidung, 24 Desembar 2024
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